
BUPATI PINRANO 
PROVINS! SUI.\WESI SEI.\TAN 

PERATURAN BUPATJ PINRANO 
NOMOR ti, TAHUN 2023 

TENT ANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN OROANISASJ, TUGAS DAN F'UNGSI SERTA 
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH 

DENGAN RAHMAT nJHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PINRANG, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Fungsi, Sert.a Tata Kerja Sekretariat Daerah telah 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 44 
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Sueunan Organisasi, 
Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah; 

b. bahwa Peraturan Bupati aebaga.imana dimaksud dalam 
huruf a, sudah tidak sesuai Jagi dengan perkembangan 
dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah serta 
perkembangan peraturan perundang-undangan dan 
kebutuhan penyelenggaraan tugae dan fungsi Sekretariat 
Daerah, sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimakaud dalam huruf a dan huruf b, pttlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Togas den Fungsi serta Tata Kerja 
Sekretariat Daerah; 

I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah T1ngka1 [] di Sulawesi [tembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

2. Undang·Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 680 IJ; 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik lndone1ia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik I Indonesia Nomor 5494); 1 

BUPATI PINRANO 
PROVINS! SUI.\WESI SEI.\TAN 

PERATURAN BUPATJ PINRANO 
NOMOR ti, TAHUN 2023 

TENT ANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN OROANISASJ, TUGAS DAN F'UNGSI SERTA 
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH 

DENGAN RAHMAT nJHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PINRANG, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Fungsi, Sert.a Tata Kerja Sekretariat Daerah telah 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 44 
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Sueunan Organisasi, 
Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah; 

b. bahwa Peraturan Bupati aebaga.imana dimaksud dalam 
huruf a, sudah tidak sesuai Jagi dengan perkembangan 
dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah serta 
perkembangan peraturan perundang-undangan dan 
kebutuhan penyelenggaraan tugae dan fungsi Sekretariat 
Daerah, sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimakaud dalam huruf a dan huruf b, pttlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Togas den Fungsi serta Tata Kerja 
Sekretariat Daerah; 

I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah T1ngka1 [] di Sulawesi [tembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

2. Undang·Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 680 IJ; 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik lndone1ia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik I Indonesia Nomor 5494); 1 



- 

. ' . 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebaga.imana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Pemturan 
PemerintJlh Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja mertjadi Undang·Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

S. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
AdminisU'8.si Pemerintahan (Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republilc Indonesia Nomor 5601), sebagaimana 
tclah diubah beberapa kali, tcrakhir dengan Undang 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Jndonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Jndone3ia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor II Tahun 2017 tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

8. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 56 Tahun 2019 
tentang Pedoman Nomenklatur clan Unit Kerja 
Sekretariat Daerah ProVJnsi dan Kabupatcn/Kota (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970); 

9. Peraturan Mente:ri Pedayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem 
Kerja pada Jnstansi Pemerintah untuk Penyederhanaan 
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 181); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 
2020 tentang Pembentukan dan Suaunan Perangkat 
Oaerah (Lembaran Oaerah Kabupaten Pinrang Tahun! 2020 Nomor 6); 

- 
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Menetapkan 

- J - 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
OROANISASI, TI.JOAS DAN FtlNOSI SERTA TATA KERJA 
SEKRETARIAT DAERAH. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang drmaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara. 

Pemerintahan Daera.h yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupatl adalah Bupati Pinrang. 
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupatcn Pinrang. 
5. Sekrctaris Daerah ada.lah Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang. 
6. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ptnrang. 
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah 

pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan 
pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di in1tansi pemerintah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

8. Pejabat Pembina Kepega.waian yang selanjutnya disingkat PPK ada.lah 
Bupati Pinrang. 

9. Aparatur Sipil Negara arlalah istilah kelompok profes1 bagi pegawai 
pegawai yang bekerja pada lnstanai Pemerintah baik di tingkat Pusat 
maupun Daerah. 

10. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya diaingkat PyB adalah pejabat 
yang mempunyai kewenangan melaksanakan oroees pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhentian Pega.wai Aparatur S1pil Negara seeuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

11. Kelompok Jabatan Fungaional adalah kelompok jabs.tan yang berisi 
rungs1 dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

12. Tugs.a adalah ikhtlsar dari fungsi dan uraian tugae. 
13. Funglli adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas. 
14. Uraian tugas adalah pe.paran atau bentangan ataa eemua tugasjabatan 

yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegangjabatan 

BAB II 
KEDUDUKAN 

Pa,al 2 

Sekretariat Daerah merupekan unaur ataf yang dipimpin oleh Sekretaria f Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati 

I 
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BAB III 

SUSUNAN OROANISASI 

Pa..i 3 
{I) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas : 

a. sekretaris daerah; 

b. asisten pemerintahan dan kesejahtcraan rakya1, ten:liri at.as: 
I. bagian pemerintahan; 
2. bagian kesejahteraan rakyat; dan 
3. bagian hukum. 

c. asisten perekonomian dan pembangunan, terdhi atas: 
I. bagian perekonomian dan aumber daya alam; 
2. bagian administrasi pembangunan; 
3. bagian pengadaan barang/jasa, terdin at.as subbagian pengelola.an pengadaan barang/jasa. 

d. asisten administraai umum, lerdiri atas : 
1. bagian organisasi; 
2. bagian umum, terdhi ataa: 

a) subbagian tata usaha pimpinan sekretariat daerah, staf ahli clan 
kepegawaian ; 

bl subbe.gian perlengkapa.n; dan 
cl subbagian rumah tangga. 

3. bagian protokol dan komunikasi pimpinan, terdiri ate.a tubbagian protokol. 
e. bagian perencanaan dan keuangan; dan 
f. kelompok jabatan fungsiona1 dan pelaksana. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Oaerah sebaga.imana dimaksud 
pada ayat (I) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BABIV 
TUOAS, FUNGSI DAN URAIAN TUOAS 

Bagian Kesa.tu 
Sekretaris Daerah 

Pa,aJ. 
!I) Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun 

kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah, badan daerah dan 
lembaga lain sena memberikan pelayanan administnnif kepada seluruh 
perangkat daerah seauai kewenangannya berdasarkan peraturan 
perundang·undangan. 

(2) Untuk melaksanakan tugaa sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi : 
a. penyuaunan kebijakan Pemerintah Daerah; 
b. pengoordinas1an pelaksanaan tugas dinas daerah, ba.dan daerah dan 

lembaga lainnya; 
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Oaerah; 
d. pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah, 
e. pembinaan dan pengelolaan administrasi organisasi, hukum, 

perencanan dan keuangan, protokol dan komunikaai pimpinan, 
kesejahteraan rakyat, pemerintahan, perekcncrruan dan sumber daya 
a!am, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa, dan 
edminietraar umum lainnya di lingkungan Sekretariat Da,mh;dan I 
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. ' . 
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Uraian tugas Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat /1 ), meliputi: 
a. merencanakan Program Kcrja Lingkup Sekretaris Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pclaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawas, dan mengevaluasi pelakaanaan tugas dalarn 

lingkungan Sckretariat Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tuga..s; 
d. menyusun rancangan, mengorekai, memarar dan/atau menandatangani naskah dinas; 
c. mengikuti rapat-rapat terkait bidang pemcrintahan dan kesejahteraan 

rakyat, bidang perekonomian dan pembangunan, serta bidang administrasi umum; 
f. menyusun kebijakan pemerintah daerah bcrdasarkan peraturan yang berlaku aebagai pedoman pclak&anaan tugas; 
g. merumuskan sasaran kebijakan pemerintah daerah berdasarkan ha&! 

susunan kebijakan untuk dijadikan pedoman; 
h. merencanakan urusan pemcrintahan dan kesejahteraan rakyat, 

perekonomian dan pembangunan, eerta administrasi umum 
berdasarkan renstra dan rcnja untuk menjadi bahan pelakaanaan pekerjaan; 

i. mengorganisasikan bidang pemenntahan dan kesejahteraan rakyat, 
perekonomian dan pembangunan, sena administresi umum sesuai 
rencana strategis untuk dipergunakan sebagai bahan pelaksanaan tugas; 

j. mengoordinasikan penyelenggaraan dan memantau perkemba.ngan 
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat meliputi tata pemerintahan 
dan kesejahteraan rakyat, pembinaan Aparatur Sipil Negara pada 
instansi daerah, pembinaan dan fasilitasi produk hukum dan 
perundang·undangan sesuai rencana strategis untuk dipergunakan 
sebagai bahan pelaksanaan tugas; 

k. mengoordinasikan penyelenggaraan dan memantau perkemba.ngan 
perekonomian dan pembangunan yang meliputi bidang perekonomian 
dan pembangunan, kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat, serta 
pengelolaan urusan sumber daya alam dan pengadaan barang/jasa 
eesuer rencana strategis untuk dipergunakan sebagai bahan 
pelaksanaan tugas; 

I. mengoordina1Jikan penyelengga.raan administrest umum dan 
memantau penyelenggaraan administasi umum yang mehputi urusan 
umum dan keuangan, organisasi, serta protokol dan komunikasi 
pimpinan sesuai rencana strategis untuk dipergunakan eebagai behan 
pelaksanaan tugas: 
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. ' . 
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r. melaporkan has.ii kegiatan bidang pemennta.han dan kesejahteraan 
rakyat, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi umum 
sebaga.i pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan: 

s. menegakkan pelaksanaan disiplin aparatur sipil ncgara sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

t. mengoord1nasikan dan mclaksa.nakan pemantauan, pengendalian clan 
cvaluasi kebijakan tcknis tata kelola Sekretariat Daerah; 

u. menyclenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Jembe.ga 
pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; 

v. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

w. me\akukan monitoring, evaluasi sena pelaporan terhadap 
pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dan unit kerja; d= 

x. menyclenggarakan tugas kedinasan lamnya yang diperintahkan 
atasan sesuai dengan brdang tugaanya. 

Bagian Kedua 
Asisten Pemerintahan dan Kcsejahteman Rakyat 

Pa,al 5 

Rakya, 

Pemerintahw1 

Kesejahteraan 

kcbijakan 

(I) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tu gas 
membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di 
bidang pemenntahan, hukum, dan kerjasama dan pengoordinasian 
penyusunan kebijakan daerah di bidang kesra, pengoordinasian 
pelaksanu.n rugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi 
peJaksanaan kebfjakan daerah di bidang tata pemerintahan, kcsejahteraan 
rakyat, hukum dan kerjasama. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pa.da ayat ( I), Asisten 
Pcmerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelengg.arakan fungai: 
a. perumusan kebijakan dan program kcrja Pemerintahan dan 

Kcsejahtcraan Rakyat; 
b. pengoordinasian pelaksanaan 

Kcsejahteraan Rakyat; 
e. pengoordinasian perangkat daerah dalam bidang tata pemerintahan, 

kesejahteraan rakyat dan hulum; 
d. pembinaan pelaksanaan kebijakan bidang Pemerintahan dan 

Kcseje.hteraan Rakyat; 
e. pengawasan, evaluasi dan pclaporan kebijakan bidang Pemerintahan 

dan Kesejahteraan Rakyat; 
f. penilaian prestasi kerja dalam rangka pengembangan dan pembinaan 

karir; clan 
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olch pimpinan 8C8Uai dcngan 

tugas dan fungsinya. 
{3) Uraian tuga.s Asisten Pemcrintahan dan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I), mcliputi: 
a. mcrencanakan Program Kerja Lingkup Asisten sebagai pedoman 
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b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pe\aksanaan tugas dalam 

lingkungan Asisten Pemenntahan dan Keseje.hteraan Rakyat untuk 
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf 
menandatangani naskah dinas; 
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e. mengikuti rapat-rapar terkait bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat; 
f. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup A.sisten 

Pcmerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai Rencana Strategis untuk kelancaran pelaksanaan tuga.s; 
g. menyuaun kebijakan daerah di bidang pemenntahan dan hukum, 
h. mengoordmaaikan penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat; 
i. mengoordinasikan pelaksanaan tuga.s perangkat daerah di bidang pemerintahan, ke5ejahteraan rakyat dan hukum; 

J. menyelenggarakan penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi 
pemerintahan dan pembangunan sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum; 

k. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan rencana program 
dan kegiatan yang terkait dengan bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum; 

I. menyelenggarakan fasilitasi dan pengoordinasian denga.n perangkat 
daerah/unit terkait da.lam rangka kelancaran pelaksanaan program. 
dan kegiatan yang terkait dengan bidang pemerintahan dan 
kesejahteraan rakyat; 

m. mengoordinasikan dan memfasllitasi pelaksanaan program kegiatan 
yang menjadi visi clan misi Pemerintah Daerah dalam RPJMD. 
Rencana Strategis, Rencana Kcrja Tahunan, eerte dokumen 
perencanaan lainnya yang terkait dengan bidang pemerintahan, 
keaejahteraan rakyat dan hukum sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

n. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum; 

o. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasl 
pelaksanaan kebi.)B.kan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, 
dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi 
pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteman rakyat; 

p. menyelenggarakan koordinasi dan konsulwi dengan Jembe.g.a 
pemerintah dan nonpemenntah dalam rangka pelaksanaan urusan 
pemerintahan; 

q. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi 
Bagian lingkup Asisten Bidang Pemerintahan dan Kese.iahteraan 
Rakyat; 

r. mengoordinasikan pelaksanaan pelantikan camat, kelurahan dan 
desa; 

s. Menyclenggarakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap 
pelaksanaan tugas Bagian lingkup Asisten Pemenntahan dan 
Keaejahteraan Rakyat; 

t. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil 
pelaksanaan kegiatan; 

u. menginventarisasi clan mengkaji pennaaalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunJuk pemecahan 
masa!ah; 

v. menila.t kinerja pegawai Aparatur Sipi! Negara sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan; dan 

w. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan 
atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 
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atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 



----- 

. 8 • 

.........,, 
Bagian Perncrintaha.n 

tu gas; 

..... , 
(I) Bagian Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bagian Pemerintahan yang 

mempunyai tugas mclaksanakan pcnyiapan pcrumusan kebijakan daerah, 
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pcngoordinasian 
pclaksanaan tugae Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluaai 
pelaksanaan pcmbinaan administrasi di bidang administras1 
pcmerintahan, administrasi kew:ilayahan dan otonomi daerah. 

(2) Dalam melak.sanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (IJ, Kepala Bagian Pemerintahan menyelenggarakan fungai : 
a. pcnyusunan keb!jakan teknis dan penyelenggaraan program kerja Bagian Pemerintahan; 
b. pcmbinaan, pengoordinasian, pcngendalian, dan pengawasan tugas dalam lingkup Bagi.an Pemcrintahan; 
c. pe!aksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan 

dan tugas dalam Jingkup Bagian Pemcrintahan; dan 
d. pelakaanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpman eeeuer dengan tugas dan fungsinya. 

(J) Uraian tugas Kepala Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat Ill, meliputi : 
a. menyusun rencana kegiatan Bagian Pemerintahan sebagai pedcman dalam pclaksanaan tugaa; 
b. mcndistribusikan dan mcmbcri pctunjuk pelaksanaan tugas ; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pclaksanaan tugas dalam 

lingkungan Bagian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 

d. menyusun rancangan, mengorekai, memaraf dan/atau 
menandatangani na4kah dinas. 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
r. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang 

administrasi pemerintahan, administras.i kewilayahan, otonomi 
daerah dan kerjasama; 

g. Menyelenggarakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan 
kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi 
kcwilayahan, otonomi dacrah dan kcrjaeama; 

h menylapkan bahan pengoordinasian pclaksanaan tugas pcrangkat 
dacrah di bidang administrasi pcmcrintahan, administrasi 
kcwilayahan, otonomi daerah dan kerjasama; 

i. mcnyiapkan bahan pelaksanaan pcmbinaan administrasi di bidang 
admtnistrasi pcmcrintahan, administrasi kcwilayahan, otonorm 
dacrah dan kcrjasama; 

j. mcngoordinasikan pcrumusan rancangan produk hukum dacrah 
sesuai dengan bidang tugas administrasi pcmerinte.han, administra.si 
kcwilayahan, otonomi dacrah dan kerjasama; 

k. mcngoordinasikan pcnyiapan bahan penyusunan rencana dan 
program pcnyelenggam.an pemcrintahan yang meliputi administrasi 
pemcrintahan, administrasi kewilayahan, otonomi dacrah dan 
kcrjasama, serta koordinasi urusan pemcrintahan sesuai dcngan 
ketcntuan untuk memaksimalkan pclaksanaan kegiatan; 

I. mcrumuskan dan menyiapkan drart kcbijakan, pcdoman, pctunjuk 
pelaksanaan kcgiatan di bidang administmsi pcmerintahan, 
admini,tra,i kewilayahan, o,onomi d,o,ah dM korja...,,.; t 
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m. Menyelenggarakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi 
pe1�8?11� kcbijakan daerah di bidang admmistmai pemerintahan, adm1n1stra.s1 kewilayahan, otonomi daerah dan kerjasama; 

n. Menyelenggarakan koordinasi dan komsu\tasi dengan lembaga 
pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan 
pemerintahan; 

o. Menyelenggarakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan hasil 
pela.kaanaan kegiata.n serta mengendalikan dan mengevaluasi 
perangkat Kecamatan, Oesa dan Kelurahan; 

p. menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan 
pengembangan karir; dan 

q. melak3anakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

-2 Bagian Kestjahteraan Rakyat 

Pasal 7 
(1) Bqian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepa]a Bagian KeseJahteraan 

Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordina.sian 
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas 
perangkat daerah, pemantauan dan cvaluasi pelaksanaan kebijakan 
daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan soaial dan kesejahteraan 
masyarakat. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pads ayat (!), Kepa]a 
Bagi.an Keaejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi : 
a. penyuaunan kebijakan teknia hagien dan penyelenggar-aan proga.m 

kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat; 
b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, dan pengawasan tugas 

dala.m lingkup Bagian Kesejahteraan Rakyat; 
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

program, kegiatan dan tugas dalain ling.kup Bagian Kesejahteraan 
Rakyat; dan 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

(3) Uraian tugas Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (!), meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Bagian Ke&ejahterean Rakyat schag1.J 

pedoman dalam pelaksa.naan tugaa; 
b. mendistribusikan dan memben petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugaa da\am 

lingkungan Bagian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tugaa; 

d. menyusun mncangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat eesuaf dengan bidang tugasnya; 
r. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang bina 

mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan 
kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar; 

g. melakukan penyiapa.n bahan pengoordinasian perumusan kebfjakan 
daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat 
pela,yanan dasar dan keeejahteraan rekyat non pelayanan dasar; 

h. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugaa perangkat 
daerah di bidang bina mental dan spiritual, kesejahteraan rakyat 
pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar; f 
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b. mendistribusikan dan memben petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugaa da\am 

lingkungan Bagian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
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d. menyusun mncangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
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I Menyelenggarakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi 
pelakaanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, 
dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi 
pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan/bma mental 
spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar; 

j. mengoordinasikan perumusan rancangan produk hukum daerah 
aesuai dengan bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat 
pehcyanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, 

k. mengoordinasikan penyiap,an bahan penyusunan rencana dan 
program penyelenggaraan keaejahteraan rakyat yang meliputi bina 
mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan 
kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar; 

I. merumuakan dan menyiapkan draft kebijak.e.n, pedoman, petunjuk 
pelaksanaan atau petunjuk tekn1s di bidang bina mental spiritual, 
kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non 
pelayanan daaar; 

m. Menye!enggarakan koordinasi dan konsult.asi dengan lembaga 
pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung 
pelaksanaan tugas dan fungsi 8agian Kesejahteraan Rakyat; 

n. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugasnya clan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 

o. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi da.n pelaporan hasil 
pelakaanaan kegiatan; 

p. menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan 
pengembangan karir; dan 

q. melak&anakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesua, dengan 
tugas dan fungainya. 

Parag,af3 
Bagian Hukum 

Paaa\8 
(1) Bagian Hukum dipimpin oleh Kepa.la Bagian Hukum mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perumusan kebtjakan daerah, pengoordinasian 
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan 
evaluasi di bidang penmdang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi 
dan informasi. 

(2) Untuk me!a.ksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1), Kepala 
Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan kebijaka.n teknis bagian dan penyelenggaman program 

kerja Bagian Hukum; 
b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, dan pengawasan tugaa 

dalam lingkup Bagian Hukum; 
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

program, kegiatan dan tugas dahun lingkup Bagian Hukum; dan 
d. pelaksanaan rungsi lain yang diberikan oleh pimpinan eeeuai dengan 

tugas dan rungsinya. 
(3) Uraian tugas Kepala Bag.an Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 

meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Bagian Hukum sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 
b. mcndiatribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; I 
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b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, dan pengawasan tugaa 

dalam lingkup Bagian Hukum; 
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(3) Uraian tugas Kepala Bag.an Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 

meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Bagian Hukum sebagai pedoman dalam 
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b. mcndiatribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; I 
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c. memantau, mengawasi dan meng,evaluasi pelaksa.naan tugas lingkup 
Bagian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas: 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; 
e. mengikuti rapat·rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah dt bidang 

perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi; 
g. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang 

perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan infonnasi; 
h. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat 

daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi; 
1. menyi.apkan bahan pelakaanaan pemantauan dan evaluasi di bidang 

perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan Informaai; 
J. mengoordinasikan, menelaah, mengevaluasi clan mengharmonisasikan 

bahan rancangan dan produk hukum seperti Peraturan Daerah, 
Peraturan Bupati, Keputusa.n Bupatl dan Jnstruksi Bupat.J; 

k. menyiapkan pedoman dan petunjuk dan melaksanakan penelitian 
pengolahan data hukum dan peraturan perundang·undangan yang 
berhubungan dengan tugas Pemerintah Daerah yang meliputi 
penyusunan rancangan produk hukum yang bersifat pengaturan 
(regeling), dan yang bersifat penetapan (beachiklong); 

I. mengoord.inasikan dengan unit kerja/instansi terkait tentang 
pertimba.ngan dan bantuan hukum kepada semua uneur Pemerintah 
Daerah atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas; 

m. mengoordinir dan melaksanakan 1nventarisasi pengumpulan serta 
penyebarluasan peraturan perundang-undangan, publikasi produk· 
produk hukum serta dokumentasi hukum; 

n. memfasilitas1 dan mensos1alisa.sikan sena menyebarluaskan produk 
hukum daerah kepada masyarakat; 

o. mengoordmasrkan dan melaksanakan pemantauan, pengendalt.an dan 
evaluasi kebijakan teknis tata kelola Bagi.an Hukum; 

p. Menyelenggarakan koordmaai dan konsultasi dengan Jembagn 
pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung 
pelaksanaan tuga.s dan fungsi Bagian Hukum; 

q. menginventarisaSI dan mengkaj1 permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugasnya dan menyiapkan be.han petunjuk pemecahan 
masalah; 

r. Menyelenggarakan monitoring. evaluasi dan pelaporan hasil 
pelaksanaan kegiatan; 

s. menilai prestaai kerja staf dalam rangka pembinaan dan 
pengemba.ngan karir; dan 

L melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan eesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Ketiga 
Asisten Pcrekonomian dan Pembangunan 

Pa,aJ 9 
(I) Aaisten Perekonomran dan Pemba.ngunan mempunyai tugas memba.ntu 

Sekretaris Oaerah dalwn pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, 
pengoordinasian pelaksanaan tugaa Perangkat Daerah. penyuaunan 
kebijakan daerah dan pemantauan dan evaluaai pelaksanaan kebijakan 
daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaant be.rang danjasa dan sumber daya alam. 
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perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan infonnasi; 
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daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi; 
1. menyi.apkan bahan pelakaanaan pemantauan dan evaluasi di bidang 

perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan Informaai; 
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n. memfasilitas1 dan mensos1alisa.sikan sena menyebarluaskan produk 
hukum daerah kepada masyarakat; 

o. mengoordmasrkan dan melaksanakan pemantauan, pengendalt.an dan 
evaluasi kebijakan teknis tata kelola Bagi.an Hukum; 

p. Menyelenggarakan koordmaai dan konsultasi dengan Jembagn 
pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung 
pelaksanaan tuga.s dan fungsi Bagian Hukum; 

q. menginventarisaSI dan mengkaj1 permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugasnya dan menyiapkan be.han petunjuk pemecahan 
masalah; 

r. Menyelenggarakan monitoring. evaluasi dan pelaporan hasil 
pelaksanaan kegiatan; 

s. menilai prestaai kerja staf dalam rangka pembinaan dan 
pengemba.ngan karir; dan 

L melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan eesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Ketiga 
Asisten Pcrekonomian dan Pembangunan 

Pa,aJ 9 
(I) Aaisten Perekonomran dan Pemba.ngunan mempunyai tugas memba.ntu 

Sekretaris Oaerah dalwn pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, 
pengoordinasian pelaksanaan tugaa Perangkat Daerah. penyuaunan 
kebijakan daerah dan pemantauan dan evaluaai pelaksanaan kebijakan 
daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaant be.rang danjasa dan sumber daya alam. 
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(21 Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (II, Aaisten 
Perckonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fung81 : 
a. pcrumusan kebija.kan pcrekonomian dan pcmbangunan: 
b. pengoordinasian perumusan kebija.kan pcrekonomian dan pcmbangunan; 
c. pcngoordinasian pcrangkat daerah dalam ruang Jingkup bidang tugasnya; 
d. pcmbinaan pelaksanaan kebijakan perekonomian dan pembangunan: 
e. pengawasan dan pcngcvaluaaian kcbijakan pcrekonomian dan pcmbangunan; dan 
r. pclaba.naan fungsi lain yang dibcrikan oleh pimpinan scsuai dengan tugaa dan fungsinya. 

(3) Uraian tugas As1Sfen Perekonomian clan Pcmbangwwi sebagaimana dimaksud pada ayat (I), mcliputi: 
a. merencanakan Program Kerja Llngkup Asistcn Perekonomian dan 

Pembangunan scbagai pc<loman pclaksanaan tugas; 
b mendistribusikan dan mcmbcri petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengcvaluasi pelaksanaan tugas lingkup Asisten untuk mengctahui perkembangan pelaksanaan tugas; 
d. menyusun rancangan, mengorcksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; 
e. mengikuti rapal·rapat terkail bidang pcrekonomian dan sumbcr daya 

a!am, adminiatrasi pembangunan, serta pengadaan barang/jasa; 
f. mcngoordinasikan pelaksanaan program dan kcglatan lingkup Asistcn 

Perckonomian dan Pembangunan scsuai Rcncana Strategis untuk 
ketancaran pclaksanaan tugas; 

g. menyusun kcbijakan daerah di bidang perekonomian dan sumbcr 
daya alam, administrasi pembangunan, sena pengadaan barang/jasa; 

h. mengoordinasikan penyusunan kebija.kan daera.h di bidang 
perckonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, 
serta pengadaan barang/jasa; 

1. mcngoordinasikan pelaksanaan 1ugas pcra.ngk.at daerah dibidang 
perekcncmran dan sumber daya atam, administrasi pembangunan, 
eerta pengadaan barangjjasa; 

J. menyclcnggarakan fasilitasi dan pengoordinasian dengan pera.ngkat 
daerah/un1t terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan program 
dan kcgiatan yang terkait dengan pcrekonomian dan pembangunan; 

k. menyelenggarakan penyiapan pelaksanaan pembinaan administraai 
perekonomian dan sumber daya a!am, administrasi pembangunan, 
serta pengadaan ba.rang/ jasa; 

I. mengoordinaaikan penyuaunan dan pelaksanaan rencana program 
dan kegiatan yang terkalt dengan bidang pcrekonomian dan aurnber 
daya alam, adminiatrasi pembangunan, serta pengadaan be.rang/jasa, 

m. menyelenggarakan faailitaai dan pengoordinaaian dengan perangkat 
dacrah/unit tcrkait dalam rangka kelancaran pele.ksanaan program 
dan kegiatan yang terkait dengan bidang perekonomian dan aumber 
daya alam, administrasi pembangunan, aerta pengadaan barang/jasa; 

n. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan program kegiatan 
yang mcnjadi visi dan misi Pemerintah Dacrah dalam RPJMD, 
Rcncana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, serta dokumen 
perencanaan lainnya dalam lingkup Asisten Perekonomian dan 
Pemba.ngunan sesuai kctcntuan peraturan perundang·undangan; 

o. mcngoordinasikan, melaksanakan pemantauan dan evaluas1 aerta 
pelaporan pelakaanaan kebijakan dacrah di bidang perekonomian dan 
sumbcr daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan t be.rang/jasa; 
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c. pcngoordinasian pcrangkat daerah dalam ruang Jingkup bidang tugasnya; 
d. pcmbinaan pelaksanaan kebijakan perekonomian dan pembangunan: 
e. pengawasan dan pcngcvaluaaian kcbijakan pcrekonomian dan pcmbangunan; dan 
r. pclaba.naan fungsi lain yang dibcrikan oleh pimpinan scsuai dengan tugaa dan fungsinya. 

(3) Uraian tugas As1Sfen Perekonomian clan Pcmbangwwi sebagaimana dimaksud pada ayat (I), mcliputi: 
a. merencanakan Program Kerja Llngkup Asistcn Perekonomian dan 

Pembangunan scbagai pc<loman pclaksanaan tugas; 
b mendistribusikan dan mcmbcri petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengcvaluasi pelaksanaan tugas lingkup Asisten untuk mengctahui perkembangan pelaksanaan tugas; 
d. menyusun rancangan, mengorcksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; 
e. mengikuti rapal·rapat terkail bidang pcrekonomian dan sumbcr daya 

a!am, adminiatrasi pembangunan, serta pengadaan barang/jasa; 
f. mcngoordinasikan pelaksanaan program dan kcglatan lingkup Asistcn 

Perckonomian dan Pembangunan scsuai Rcncana Strategis untuk 
ketancaran pclaksanaan tugas; 

g. menyusun kcbijakan daerah di bidang perekonomian dan sumbcr 
daya alam, administrasi pembangunan, sena pengadaan barang/jasa; 

h. mengoordinasikan penyusunan kebija.kan daera.h di bidang 
perckonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, 
serta pengadaan barang/jasa; 

1. mcngoordinasikan pelaksanaan 1ugas pcra.ngk.at daerah dibidang 
perekcncmran dan sumber daya atam, administrasi pembangunan, 
eerta pengadaan barangjjasa; 

J. menyclcnggarakan fasilitasi dan pengoordinasian dengan pera.ngkat 
daerah/un1t terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan program 
dan kcgiatan yang terkait dengan pcrekonomian dan pembangunan; 

k. menyelenggarakan penyiapan pelaksanaan pembinaan administraai 
perekonomian dan sumber daya a!am, administrasi pembangunan, 
serta pengadaan ba.rang/ jasa; 

I. mengoordinaaikan penyuaunan dan pelaksanaan rencana program 
dan kegiatan yang terkalt dengan bidang pcrekonomian dan aurnber 
daya alam, adminiatrasi pembangunan, serta pengadaan be.rang/jasa, 

m. menyelenggarakan faailitaai dan pengoordinaaian dengan perangkat 
dacrah/unit tcrkait dalam rangka kelancaran pele.ksanaan program 
dan kegiatan yang terkait dengan bidang perekonomian dan aumber 
daya alam, administrasi pembangunan, aerta pengadaan barang/jasa; 

n. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan program kegiatan 
yang mcnjadi visi dan misi Pemerintah Dacrah dalam RPJMD, 
Rcncana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, serta dokumen 
perencanaan lainnya dalam lingkup Asisten Perekonomian dan 
Pemba.ngunan sesuai kctcntuan peraturan perundang·undangan; 

o. mcngoordinasikan, melaksanakan pemantauan dan evaluas1 aerta 
pelaporan pelakaanaan kebijakan dacrah di bidang perekonomian dan 
sumbcr daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan t be.rang/jasa; 
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p, menyelenggarakan pemanta.uan dan eva1uasi pelaksanaan kebiJakan 
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampa:k yang tidak 
diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan 
kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, 
administraa, pembangunan, serta pengadaan barang/jasa; 

q. mcnyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan uruaan 
pemerintahan; 

r. mengoordinasikan dan mengendehkan pelaksa.naan tugas dan fungsi 
bagian di lingkungan Asisten Perekonomian dan Pembangunan; 

s. Menyelenggarakan pengawasan, evalua.si dan pelaporan terhadap 
pelaksa.naan tugas Bagian di lingkungan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan; 

t. menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan 
pengembangan karir; dan 

u. Menyelenggarakan tugas Jain yang diberikan oleh pimpinan SC1Juai 
dengan tugas dan fungsinya. 

Paragraft 
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 

Pasal 10 
(IJ Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala 

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mcmpunyai tugas 
mclaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, 
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pernantauan dan 
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan 
BWD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan Sumber Daya Alam. 

(2) Untuk melak.sanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Kepala 
Bagian Perekonom1an dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan kebijakan teknis bagian dan penyelenggaraan program 

kerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 
b. pembinaan, pengoordinasian, pengcndalian, dan pengawasan tugas 

dalam lingkup Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 
c. pelaksanaan monitoring, eva1uasi dan pelaporan pelaksanaan 

program, kegiatan dan tugas de.Jam lingkup Bagi!Ul Perekonomia.n dan 
Sumber Daya Alam; dan 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan eesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

(3) Uraian tugas Kepala Bagi.an Perekonomian dan Sumber Daya Alam 
aebagaimana dimakaud pad a ayat ( I), meliputi : 
a. menyusun rencana kegiatan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya 

Alam sebaga.i pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendiatribusikan dan memberi petunjuk pelakaanaan tugas; 
c. memantau, mengawa.si dan mengevaluaai pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Bagian untuk mcngetahui perkembangan peJakaa.naan 
tu gas; 

d. menyusun rancangan, mengorekai, 
menandatangani naakah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat seauai dengan bidang tugasnya; 
f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di 

pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Laye.nan 
Daerah, kebijakan perekonomian dan sumber daya alam; 

bidang 

Umum l 
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g. Menyelenggarakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan 
kebijakan daerah di bidang pembinaan Badan Uaaha Milik Daerah 
dan Badan Laya.nan Umum Daerah, kebijaknn perekonomian dan 
sumber daya alam; 

h. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat 
daerah di bidang pembinaan Badan Usa.ha Milik Daerah dan Badan 
La,yanan Umum Oaerah, perekonomian dan sumber daya alam; 

i. Menyelenggarakan penyiapan bahan pemantaua.n dan evaluaer 
pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, 
dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi tujuan 
kebijakan di bidang Sadan Usaha Milik Daerah da.n Sadan Layanan 
Umum Daerah, kebijakan perekonomian dan sumber daya alam; 

J· mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan 
kebijakan program dan kegiatan pelaksanaan kegiatan perekonomian 
yang meliputi bidang perdagangan, perindustnan, koperasi dan Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah, koordinasi penanaman modal, perizinan 
dan Sadan Usaha Milik Daerah dan Sadan Layanan Umum Daerah; 

k. mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan 
kebijakan program dan kegiatan sumber daya a.lam yang meliputi 
pertanian, pangan, kehutanan, perkebunan, petemakan dan 
perikanan dan lingkungan hidup, serta energi sumber daya mineral; 

I. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengoordinasian dengan perangkat 
daerah/unit terkait, daiam rangka kelancaran pelakaanaan program 
dan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan lmgkup koordinasinya; 

m. melaksanakan program dan kegiatan lingkup Bagian Perekonomian, 
dan Sumber Daya Alam sesuai ketentuan; 

n. mengoordinasikan da.n melaksanakan pemant.auan, pengendalian dan 
evaluasi kebijakan teknis tat.a kelola Bagian Perekonomian dan 
Sumber Daya Alam; 

o. Menyelenggarakan koordinasi dan konsult.asi dengan lembaga 
pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung 
pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Perekonomian dan Sumber 
Daya Alam; 

p. menginventarisaai dan mengkaji permaaalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan 
masalah; 

q. menilai preatasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan 
pengembangan ka.rir; dan 

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 
tugaa dan fungsinya. 

Paragraf2 
Bagian Administrasi Pemba.ngunan 

Pasal 11 
(IJ Bagian Administrasi Pembangunan dipimpm oleh Kepala Bagian 

Adminiatraai Pemba.ngunan mempunyai tugas melakse.nakan penyiapan 
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian 
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemanta.uan dan evaluaai 
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyuaunan program evaluasi 
dan pelaporan. 

(2) Untuk melaksanakan tugaa sebagaimana dimakaud pad.a ayat (I), Kepala 
Bagian Administraai Pembangunan menyelenggarakan fungai: 
a. penyuaunan kebiJakan teknis bagian dan pcnyelenggaraan program' kerja Bagian Administrasi Pemba.ngunan; 
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g. Menyelenggarakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan 
kebijakan daerah di bidang pembinaan Badan Uaaha Milik Daerah 
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evaluasi kebijakan teknis tat.a kelola Bagian Perekonomian dan 
Sumber Daya Alam; 
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q. menilai preatasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan 
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r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 
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Paragraf2 
Bagian Administrasi Pemba.ngunan 

Pasal 11 
(IJ Bagian Administrasi Pembangunan dipimpm oleh Kepala Bagian 

Adminiatraai Pemba.ngunan mempunyai tugas melakse.nakan penyiapan 
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian 
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemanta.uan dan evaluaai 
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyuaunan program evaluasi 
dan pelaporan. 

(2) Untuk melaksanakan tugaa sebagaimana dimakaud pad.a ayat (I), Kepala 
Bagian Administraai Pembangunan menyelenggarakan fungai: 
a. penyuaunan kebiJakan teknis bagian dan pcnyelenggaraan program' kerja Bagian Administrasi Pemba.ngunan; 
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b. pembin�, pengoordinasian, pengendalian, dan pengawaaan tugas dalam lingkup Bagian Adminiatrasi Pembangunan; 
c. pelakaanaan monitoring, evaluasi dan pelaponm pelakaanaan 

program, kegiatan dan tugaa dalam lingkup Bagian Adminiatmsi Pembangunan; dan 
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Uraian tugaa Kepala Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada a,yat fl), mellputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugaa; 
b. mendiatribusikan clan memberi petunjuk pelakaanaan tugs.a; 
c. memantau, mengawaai dan mengevaluasi pelakaanaan tugas dalam 

lingkungan Bagian untuk mengelahui perkembangan pelakeanaan tugaa; 
d. menyuaun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinaa; 
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugaanya; 
f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang 

penyusunan program, pengendalian program. evaluasi dan 
pelaporan; 

g. menyiapkan bahan pengoordinasian pelakaanaan tugaa perangkat 
daerah di bidang penyusunan program, pengendal!an program, evaluaai dan pelaporan; 

h. Menyelenggarakan penyiapan pemantauan dan evaluaai pelakaanaan 
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang 
tldak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pcncapaian tujuan 
kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian piogxam, evaJuasi dan pelaporan; 

1. Menyelengga.rakan aosiaJisasi dalam rangka penyusunan program, 
pengendalian program pembangunan daerah, evaluasi dan pelaporan; 

j. Menyelengga.rakan penyusunan program pembangunan da1am rangka 
mengembang aksea pembangunan daerah; 

k. Menyelenggarakan fasilitas! dan pengoordinaaian dengan penmgkat 
daerah/unit terkait, dalam rangka kelancaran pelakaanaan program 
dan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan lingkup koordinaainya; 

I. menyuaun dan mempersiapkan rencana kegiatan penyuaunan 
program pembangunan daerah; 

m. menyuaun bahan kebijakan dalam rangka mempendapkan program 
pembangunan daerah; 

n. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelakaanaan 
penyusunan program pembangunan daerah; 

o. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengoordinaaian dengan perangkat 
daerah/unit terkait, dalam rangka kelancaran pelaksanaan program 
pembangunan daerah; 

p. mengoordmasikan penyiapan bahan penyusunan dan perumuaan 
kcbijakan program dan kegiatan penyusunan program, pengendalia.n 
program, evaluasi dan pelaporan; 

q. mengoordinasikan dan melakaanakan pemantauan, pengendalian dan 
evaluaai kebijakan teknis tata kelola Bagian Administrasi 
Pembangunan; 

r. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan haail 
pelakaanaan kegiatan; 

a. Menyelenggarakan koordinasi dan konaultaai dengan lembaga 
pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung 
pelak== tuga, d= fung,i Bag;an Adntini,tra,i P<mbsngun=; t 
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b. pembin�, pengoordinasian, pengendalian, dan pengawaaan tugas dalam lingkup Bagian Adminiatrasi Pembangunan; 
c. pelakaanaan monitoring, evaluasi dan pelaponm pelakaanaan 

program, kegiatan dan tugaa dalam lingkup Bagian Adminiatmsi Pembangunan; dan 
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Uraian tugaa Kepala Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada a,yat fl), mellputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugaa; 
b. mendiatribusikan clan memberi petunjuk pelakaanaan tugs.a; 
c. memantau, mengawaai dan mengevaluasi pelakaanaan tugas dalam 

lingkungan Bagian untuk mengelahui perkembangan pelakeanaan tugaa; 
d. menyuaun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinaa; 
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugaanya; 
f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang 

penyusunan program, pengendalian program. evaluasi dan 
pelaporan; 

g. menyiapkan bahan pengoordinasian pelakaanaan tugaa perangkat 
daerah di bidang penyusunan program, pengendal!an program, evaluaai dan pelaporan; 

h. Menyelenggarakan penyiapan pemantauan dan evaluaai pelakaanaan 
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang 
tldak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pcncapaian tujuan 
kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian piogxam, evaJuasi dan pelaporan; 

1. Menyelengga.rakan aosiaJisasi dalam rangka penyusunan program, 
pengendalian program pembangunan daerah, evaluasi dan pelaporan; 

j. Menyelengga.rakan penyusunan program pembangunan da1am rangka 
mengembang aksea pembangunan daerah; 

k. Menyelenggarakan fasilitas! dan pengoordinaaian dengan penmgkat 
daerah/unit terkait, dalam rangka kelancaran pelakaanaan program 
dan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan lingkup koordinaainya; 

I. menyuaun dan mempersiapkan rencana kegiatan penyuaunan 
program pembangunan daerah; 

m. menyuaun bahan kebijakan dalam rangka mempendapkan program 
pembangunan daerah; 

n. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelakaanaan 
penyusunan program pembangunan daerah; 

o. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengoordinaaian dengan perangkat 
daerah/unit terkait, dalam rangka kelancaran pelaksanaan program 
pembangunan daerah; 

p. mengoordmasikan penyiapan bahan penyusunan dan perumuaan 
kcbijakan program dan kegiatan penyusunan program, pengendalia.n 
program, evaluasi dan pelaporan; 

q. mengoordinasikan dan melakaanakan pemantauan, pengendalian dan 
evaluaai kebijakan teknis tata kelola Bagian Administrasi 
Pembangunan; 

r. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan haail 
pelakaanaan kegiatan; 

a. Menyelenggarakan koordinasi dan konaultaai dengan lembaga 
pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung 
pelak== tuga, d= fung,i Bag;an Adntini,tra,i P<mbsngun=; t 
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t. menginventarisam dan mengkaji permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan 
maaa.lah; 

u. menilai prestasi keqa staf dalam rangka pembinaan dan 
pengembangan karir; dan 

v. melaksanakan tugas lain yang dtbertkan oleh pimpinan seeuer dcngan 
tugas dan fungsinya. 

Pa,ag,-af3 
Bagi.an Pcngadaan Barang/Jasa 

Pasal 12 
fl) 8agian Pcngada.an Barang/Jasa dipimpin oleh Kepala Bagian Pengadaan 

Barang/Jasa mempunyai tugas merumu!lkan kebijakan, penyusunan 
pedoman clan petunjuk teknis, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan 
pengemba.ngan bidang pengelolaan Pcngada.an barang/jaaa. 

(2) Untuk melaksanakan tugas aebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 
Bagian Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan kebijaka.n tcknis ba.gian dan penyclcnggaraan program 

kcrja Bagian Pcngadaan Barang/Jasa; 
b. pembinaan, pengoordinasian, pengcndalian, dan pengawasan tugas 

dalam lingkup Bagian Pcngadaan Barang/Jaaa; 
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pe\aksanaan 

program, kegiatan dan tugae dalam lingkup Ragian Pcngadaan 
Barang/Jaaa;dan 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan scsuai dengan 
tugaa dan fungsinya. 

(JJ Uraian tugas Kepala Bagian Pcngadaan Barang/Jasa. scbagaimana 
dimaksud pada ayat (I), meliputi: 
a. mcnyusun rencana kegiatan Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagai 
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b. mcndiatribua1kan dan mcmberi petunJuk pelakaanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pe\aksanaan tugaa dalam 

llflgkungan Bagian untuk mengetahui perkembo.ngan pelaksanrurn 
tugaa; 

d. menyusun rancangan, mcngorekai, memaraf dan/atau 
menandatangani naakah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat scsuai dcngan bidang tugasnya; 
f. menyiapkan bahan perumuaan kebijakan daerah di bidang 

pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan 
pengadaan secam clcktronik, pembinaan dan advoka.si pengadaan 
barang dan jasa; 

g. menyiapkan bahan pengoordinasian perumuaan kebijakan dacrah di 
bidang pengclolaan pengadaan barang dan jasa, pengclolaan layanan 
pengadaan secara elektrcmk, pcmbinaan dan advokasi pcngadaan 
barang dan jasa; 

h. menyiapkan ba.han pengoordinasian pela.ksanaan tugas Perangkat 
Daerah di bidang penge\olaan pengadaan barang dan jasa, 
pengelolaan layanan pengadaan sccara elektronik, pembinaan dan 
advokaB.i pengadaan barang dan jasa; 

1. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pclaksa.naan kebijakan 
daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan 
layanan pengadaan secara elektronlk, pembinaan den advokaai 
pengadaan barang dan jaee: t 
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J. Menyelenggaralc.an koordinasi dan kommltasi dengan lembaga 
pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelak�aan tugas dan rungsi Bagian Pengadaan Barang/Jasa; 

k. mengmventansasi dan mengkaji pennasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 

I. menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan 
pengembangan karir; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

ParagraJ 3.1 
Subbagian Pcngelo!aan Pengadaan Barang/Jasa 

Pasal 13 
(IJ Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dipimpin olch Kepa]a 

Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa yang merumuskan 
kebijakan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknls, monitoring dan 
evaluasi, pembinaan dan pengembe.ngan bidang Pengelolaan Pengadaan 
barang/Jasa. 

(2) Uraian tugas Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Bara.ng/Jasa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Pengelo\aan Pengadaan 

Bara.ng/Jasa sebagai pedoman de.lam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi perunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluaai pela.ksanaan tugas dalam 

lingkungan Subbagian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tugas; 

d. menyusun rancangan, mengorekai, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugaanya; 
r. mengoordin1r dan mengoordinasikan pelaksanaan inventarisaai paket 

pengadaan barang/ja&a; 
g. mengoordinir dan mengoordinasikan pelaksanaan riset dan analisis 

pasar barang/ jasa; 
h. menyusun strategi pengadaan barang/jasa; 
i. menyiapkan dan mengclola dokumen pemilihan besena dokumen 

pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan; 
J· melaksanakan pemtlihan penycdia barang/jasa; 
k. menyusun dan mengelola katalog elektronik lokal/sektoral; 
1. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pcngadaan 

barang/jasa pemerintah; 
m. melaksanakan pcmantauan dan eveluasi pelaksanaan pcngadaan 

barang/jasa pemerintah; 
n. mclakukan koordinasi dan konsultAsi dcngan lembaga pcmerintah 

dan nonpcmcrintah de.lam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan 
fungsi Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; 

o. menginventansasi dan mengkaji pcrmasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemccahan 
maaalah; 

p. menilai prcstasi kCfJA staf dalam rangka pembinaan dan 
pengembangan karir; dan 

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan f tugas dan fungs1nya. 

1 
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Bagian Kttmpat 
A3lsten Administrasi Umum 

Pasal 14 
(!) Asisten Administ.rasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris 

Daera.h .dalam penyelenggaraan tugas pengoordinasian kebijakan 
crgarusesr, perencanaan dan keuangan, urusan umum eerta protokol dan 
komun1kasi pimpinan yang memimpin, merencanakan 
mengoordinasikan, mengatur dan melaksanakan penyusunan pcdom� 
dan petunjuk teknis penyelenggaraan administra1:1i umum. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dtmakeud pada ayat (I), A1:1isten 
Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan bidang administnui umum; 
b. pengoordinasian perumusan kebijakan bldang administrasl umum; 
c. pengoordinasian perangkat daerah dalam ruang lingkup bidang tugasnya; 
d. pembinaan pelaksanaan kebijakan bidang administrasi umum; 
e. pengawasan dan pengevaluasian kebijakan bidang administrasi 

umum; dan 
f. pelakaanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
(3) Uraian tugas Asisten Admimstraai Umum sebagaim.sna dimaksud pada 

ayat (I), meliputi: 
a. merencanakan Ptogia.m Kerja Lingkup Asisten Admin1stm11i Umum 

aebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
b. mendietribueikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup 

Asisten untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 
e. mengikuti rapat-rapat terkait bidang organisasi, umum dan protokol, 

serta perencanaan dan keuangan; 
f. mengoordmaatkan penyusunan dan pelaksanaan rencana program 

dan kegiatan, perumusan urusan kebijakan penyelenggaraan urusan 
pemerintahan di bidang organisasi, umum dan protokol, sena 
perencanaan dan keuangan; 

g. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi penyusunan dan 
penetapan, norma, atandar, proseclur dan kritena, aena memfaailitasi 
pengaturan dan pelakaanaan rapa.t/pertemuan dalam Lingkup Asisten 
Administrasi Umum; 

h. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengoordinasian dengan perangkat 
daerah/unit terkait dalam rangka kelancaran pelak.sa.naan program 
dan kegiatan yang terkait dengan tugas dan lingkup administrasi 
umum; 

1. Menyelenggarakan kebijakan di bidang organisasi, umum dan 
protokol, eerta perencanaan dan keuangan; 

j. Menye\enggarakan penyusunan kebijakan daerah di bidang 
organisasi, umum dan protokol, serta perencanaan dan keuangan; 

k. mengoorganisa.sikan pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang 
organisasi, umum dan protokol, sena perencanaan dan keuangan; 

I. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administra.si 
dan ASN lingkup pemerintah daerah; 

m. mengoordinaaikan dan melakaanakan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tajuan kebijakan, 
dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi 
pencapaian tujuan kebijakan di bidang Administmsi Umum; f 
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n. menyelenggarakan koordina3i dan konsultasi dengan Jembaga 
pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan, 

o. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan hasil kegiatan; 
p. menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan 

pengembangan karir; dan 
q. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Pa,agrail 
Bagian Organisaai 

Pasal 15 
(1) Bagian Organisasi dipimpm oleh Kepala Bagian Organisasi mempunyai 

tugaa melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, 
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinaaian 
pelakaa.naan tugas perangkat daerah pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisre 
jabatan, pelayanan publik dan tatalaksana, serta reformasi birokmsi dan 
kinerja. 

(2) Untuk melakaanakan tugas sebagaimana dtmakaud pada ayat (II, Kepala 
Bagian Organisaai menyelenggarakan fungsl : 
a. penyusunan kebijakan teknis bagtan dan penyelenggaraan program 

kerja Bagian Organisasi; 
b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, clan pengawasan tugas 

dalam lingkup Organisasi; 
c. pelaksanaan monitoring, evalua.si clan pelaporan pelaksanaan 

program, kegiatan dan tugas dalam lingkup Bagian Organisasi; clan 
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pirnpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
(31 Uraian tugaa Kepala Be.gian Organiaas1 sebagaimana dimakaud pada ayat 

(I), meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Bagian Organisasi sebagai pedoman 

dalam pelaksana.an tugas; 
b. mendietrfbusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Bagian mengetahui perkemba.ngan pelaksanaan tugaa; 
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naslrah dinas; 
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
r. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang 

kelembapan dan analisia jabatan, tata lakaana dan pelayanan publilc, 
serta refonnasi birokrasi dan kinerja; 

g. mcnyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di 
bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata la.ksana dan pelayanan 
publik, serta refonnasi birokraai dan kinerja; 

h. menyiapkan bahan pengoordinaa!an pelaksanaan tugaa perangkat 
daerah di bidang kelembagaan dan analisia jabatan, tata \aksana dan 
pelayanan publik, eerta reformasi birokrasi dan kinerja; 

1. mengoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi penataan 
kelembagaan perangkat daerah, uraian tugaa aparat pemerintah 
daerah, analisa clan formasi jabatan, evaluasi jabatan, serta 
ketatala.ksanaan yang meliputi tata kerja, metode kerja dan prosedurl kerja; 
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Bagian Organisaai menyelenggarakan fungsl : 
a. penyusunan kebijakan teknis bagtan dan penyelenggaraan program 

kerja Bagian Organisasi; 
b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, clan pengawasan tugas 

dalam lingkup Organisasi; 
c. pelaksanaan monitoring, evalua.si clan pelaporan pelaksanaan 

program, kegiatan dan tugas dalam lingkup Bagian Organisasi; clan 
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pirnpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
(31 Uraian tugaa Kepala Be.gian Organiaas1 sebagaimana dimakaud pada ayat 

(I), meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Bagian Organisasi sebagai pedoman 

dalam pelaksana.an tugas; 
b. mendietrfbusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Bagian mengetahui perkemba.ngan pelaksanaan tugaa; 
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naslrah dinas; 
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
r. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang 

kelembapan dan analisia jabatan, tata lakaana dan pelayanan publilc, 
serta refonnasi birokrasi dan kinerja; 

g. mcnyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di 
bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata la.ksana dan pelayanan 
publik, serta refonnasi birokraai dan kinerja; 

h. menyiapkan bahan pengoordinaa!an pelaksanaan tugaa perangkat 
daerah di bidang kelembagaan dan analisia jabatan, tata \aksana dan 
pelayanan publik, eerta reformasi birokrasi dan kinerja; 

1. mengoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi penataan 
kelembagaan perangkat daerah, uraian tugaa aparat pemerintah 
daerah, analisa clan formasi jabatan, evaluasi jabatan, serta 
ketatala.ksanaan yang meliputi tata kerja, metode kerja dan prosedurl kerja; 
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j. menyiapkan bahan pemantauan clan evaluasi pelaksa.naan kebijakan 
daerah di bidang kelembag.e.an dan analisis jabatan, tata laksana dan 
pelayanan publik serta reformasi birokraai dan kincrja; 

k. mengoordinasikan den memfasilitasi pe!aksanaan sosialisasi 
peraturan perundang-undangan kepada aparat pemerintah daerah 
yang berkaitan dengan kelembagaan den analisis jabatan, 
ketatalaksanaan dan pelayanan publik ecrta reformasi birokrasi dan kinerja; 

I. mengoordinasikan perumusan ta.ta naskah dines dan standar 
pcla,yanan publik, peningkatan kinerja pelayanan publik, pelaksanaan 
refonnasi birokrasi, sc:rta pakaian dmas sc:suai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

m. Menyelenggarakan sosiali&asi tugas dan fungsi perangkat daerah dan 
Unit Pelaksana Teknh11 Daerah; 

n. mengoordinasikan dan memfaailitaai pelaksanaan rapat koordinasi 
tugas dan fungsi perangkat daerah dan rapat rutin/rapat bulanan 
pemerintah daerah; 

o. mcngoordinasikan pe\aksanaan dan penerapan kctentuan terkait 
Budaya Kerja; 

p. mengoordinasikan da.n melaksanakan pemantauan, pengendalian dan 
evaluasi kcbijakan tekms tata kclola Bagian Organisasi; 

q. Mcnyelengg.arakan koordinasi dan konsultasi dcngan lcmbaga 
pcmcrintah dan nonpcmcrintah dalam rangka mendukung 
pclaksanaan tugas dan fungsi Bagian Organisasi; 

r. menginvcntarisasi dan mcngkaji pcrmasalahan yang bcrhubungan 
dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan pctunjuk pcmecahan 
masalah; 

s. menilai prestasi kerja staf dalam rangka pcmbinaan dan 
pcngembangan karir; clan 

t. mclaksanakan tugas lain yang dibcrikan olch pimpinan sesuai dengan 
tugas clan fungsinya 

Parag,-af2 
Bagian Umum 

Pasal 16 
{I) Bagian Umum dipimpin oleh Kepa.la Bagian Umum mcmpunyai tugaa 

melaksanakan pcnyiapen pclaksanaan kebijakan dan pcmantauan dan 
evalua.si di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaran, 
pcrlengkapan dan rumah tangga. 

(2) Untuk melaksa.nakan tugas sebagaimana dimaksud pada. a.yat (1), Kepala 
Bagian Umum menyelenggarakan rungsi : 
a. pcnyusunan kebijakan teknis bagian dan pcnyelenggara.an program 

kerja Bagian Umum; 
b. pcmbinaan, pengoordinasian, pcngcndalian, dan pcngawasan tugas 

dalam lingkup Umum; 
c. pclaksanaan monitoring, evaluasi dan pclaporan pclaksanaan 

program, kegiatan dan tugas daJam lingkup Bagian Umum; dan 
d. pclaksanaan fungsi lain yang dibcrikan oleh pimpman eeeuet dcngan 

tugas dan fungsinya. 
(3) Uraian tugas Kepala Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat {I), 

mcliputi: 
a. mcnyuaun rencana kegiatan Bagian Umum dan Protokol sebe.ga1 

pedoman dalam pclaksanaan tugas; t b. mendistribusikan dan membcri pctunjuk pclaksanaan tugas; 
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j. menyiapkan bahan pemantauan clan evaluasi pelaksa.naan kebijakan 
daerah di bidang kelembag.e.an dan analisis jabatan, tata laksana dan 
pelayanan publik serta reformasi birokraai dan kincrja; 

k. mengoordinasikan den memfasilitasi pe!aksanaan sosialisasi 
peraturan perundang-undangan kepada aparat pemerintah daerah 
yang berkaitan dengan kelembagaan den analisis jabatan, 
ketatalaksanaan dan pelayanan publik ecrta reformasi birokrasi dan kinerja; 

I. mengoordinasikan perumusan ta.ta naskah dines dan standar 
pcla,yanan publik, peningkatan kinerja pelayanan publik, pelaksanaan 
refonnasi birokrasi, sc:rta pakaian dmas sc:suai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

m. Menyelenggarakan sosiali&asi tugas dan fungsi perangkat daerah dan 
Unit Pelaksana Teknh11 Daerah; 

n. mengoordinasikan dan memfaailitaai pelaksanaan rapat koordinasi 
tugas dan fungsi perangkat daerah dan rapat rutin/rapat bulanan 
pemerintah daerah; 

o. mcngoordinasikan pe\aksanaan dan penerapan kctentuan terkait 
Budaya Kerja; 

p. mengoordinasikan da.n melaksanakan pemantauan, pengendalian dan 
evaluasi kcbijakan tekms tata kclola Bagian Organisasi; 

q. Mcnyelengg.arakan koordinasi dan konsultasi dcngan lcmbaga 
pcmcrintah dan nonpcmcrintah dalam rangka mendukung 
pclaksanaan tugas dan fungsi Bagian Organisasi; 

r. menginvcntarisasi dan mcngkaji pcrmasalahan yang bcrhubungan 
dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan pctunjuk pcmecahan 
masalah; 

s. menilai prestasi kerja staf dalam rangka pcmbinaan dan 
pcngembangan karir; clan 

t. mclaksanakan tugas lain yang dibcrikan olch pimpinan sesuai dengan 
tugas clan fungsinya 

Parag,-af2 
Bagian Umum 

Pasal 16 
{I) Bagian Umum dipimpin oleh Kepa.la Bagian Umum mcmpunyai tugaa 

melaksanakan pcnyiapen pclaksanaan kebijakan dan pcmantauan dan 
evalua.si di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaran, 
pcrlengkapan dan rumah tangga. 

(2) Untuk melaksa.nakan tugas sebagaimana dimaksud pada. a.yat (1), Kepala 
Bagian Umum menyelenggarakan rungsi : 
a. pcnyusunan kebijakan teknis bagian dan pcnyelenggara.an program 

kerja Bagian Umum; 
b. pcmbinaan, pengoordinasian, pcngcndalian, dan pcngawasan tugas 

dalam lingkup Umum; 
c. pclaksanaan monitoring, evaluasi dan pclaporan pclaksanaan 

program, kegiatan dan tugas daJam lingkup Bagian Umum; dan 
d. pclaksanaan fungsi lain yang dibcrikan oleh pimpman eeeuet dcngan 

tugas dan fungsinya. 
(3) Uraian tugas Kepala Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat {I), 

mcliputi: 
a. mcnyuaun rencana kegiatan Bagian Umum dan Protokol sebe.ga1 

pedoman dalam pclaksanaan tugas; t b. mendistribusikan dan membcri pctunjuk pclaksanaan tugas; 
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c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pe!aksanaan tugas dalam 
lingkungan Bagian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dmaa; 
e. mengikuti rapat-rapat sesuru dengan bidang tugasnya; 
I, menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan daerah yang terkait dengan 

urusan umum yang meliputi tata usaha pimpinan, staf ahli dan 
kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; 

g. menyiapkan bahan pengoordintiian pelaksanaan tugas perangkat 
daerah di bidang umum yang meliputi tata usaha pimpinan, staf ahli 
dan kepegawaian, perlcngkapan dan rumah tangga; 

h. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluas1 pelaksanaan kebljakan 
daerah yang terkait dengan bidang umum; 

I. mengoordinasikan bahan perumusan kebijakan, penyusunan rencana 
dan program d1 bidang tata usa.ha pimpinan. staf ahli dan 
kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; 

j. melaksanakan program dan kegiatan di bidang ketatausahaan 
pimpinan, sekretariat daerah, star ahli, perlengkapan dan 
kerumahtanggaan; 

k. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelol.aan manajemen 
kepegawaian lingkup sekretariat daerah dan staf ahli; 

I. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan 
evaluasi kebijakan teknis tata kelola Bagian Organisaal; 

m. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung 
pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Umum; 

n. menginventarisasi dan mengkaji pennasa.lahan yang berhubungan 
dengan bidang tuga.snya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan 
maselah; 

o. menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan 
pengembangan karir; clan 

p. melaksanakan tuga.s lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

Paragraf 2.1 
Subbagian Tata Usaha Pimpinan Sekre!Ariot Daerah, 

Staf Ahli dan Kepegawaian 

Pasa.l 17 
(IJ Subbagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Oaerah, Staf Ahli dan 

Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan 
Sekretariat Oaerah, Staf Ahli dan Kepegawaian mempunyai tugas 
mengumpulkan bahan, mengelola data dalam rangka perurnuaan 
kebijakan dan melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan tugas 
bidang Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan 
Kepegawaian. 

(2) Uraian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Oaerah, 
Staf Ahli dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat ( lj, meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha Pimpinan, 

Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Kepegawaian sebagai pedoman 
dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas: I 
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c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pe!aksanaan tugas dalam 
lingkungan Bagian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dmaa; 
e. mengikuti rapat-rapat sesuru dengan bidang tugasnya; 
I, menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan daerah yang terkait dengan 

urusan umum yang meliputi tata usaha pimpinan, staf ahli dan 
kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; 

g. menyiapkan bahan pengoordintiian pelaksanaan tugas perangkat 
daerah di bidang umum yang meliputi tata usaha pimpinan, staf ahli 
dan kepegawaian, perlcngkapan dan rumah tangga; 

h. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluas1 pelaksanaan kebljakan 
daerah yang terkait dengan bidang umum; 

I. mengoordinasikan bahan perumusan kebijakan, penyusunan rencana 
dan program d1 bidang tata usa.ha pimpinan. staf ahli dan 
kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; 

j. melaksanakan program dan kegiatan di bidang ketatausahaan 
pimpinan, sekretariat daerah, star ahli, perlengkapan dan 
kerumahtanggaan; 

k. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelol.aan manajemen 
kepegawaian lingkup sekretariat daerah dan staf ahli; 

I. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan 
evaluasi kebijakan teknis tata kelola Bagian Organisaal; 

m. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung 
pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Umum; 

n. menginventarisasi dan mengkaji pennasa.lahan yang berhubungan 
dengan bidang tuga.snya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan 
maselah; 

o. menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan 
pengembangan karir; clan 

p. melaksanakan tuga.s lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

Paragraf 2.1 
Subbagian Tata Usaha Pimpinan Sekre!Ariot Daerah, 

Staf Ahli dan Kepegawaian 

Pasa.l 17 
(IJ Subbagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Oaerah, Staf Ahli dan 

Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan 
Sekretariat Oaerah, Staf Ahli dan Kepegawaian mempunyai tugas 
mengumpulkan bahan, mengelola data dalam rangka perurnuaan 
kebijakan dan melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan tugas 
bidang Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan 
Kepegawaian. 

(2) Uraian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Oaerah, 
Staf Ahli dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat ( lj, meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha Pimpinan, 

Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Kepegawaian sebagai pedoman 
dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas: I 
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c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pclaksanaan tugas dalam 
lingkungan Subba.gian untuk mengetahui perkembangan pelakaanaan tu gas; 

d. menyusun rancangan, mengorcksi, memarar dan/atau menandatangani naskah dines; 
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
f. melaksa.nakan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi 

kegiatan tata uaaha umum, perauratan, kepegawaian Sekretaris 
Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan rapat-rapat dinas; 

g. me\aksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan 
administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tat.a usaha umum, 
persuratan, kepegawaian Sekrctaris Daerah, Asisten Sekrctaris 
Daerah, S1af Ahli, dan rapet-rapet dines; 

h. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi dan manajemen 
kepegawaian Aparatur Sipil Negara lingkup sekretariat daerah dan 
staf ahli; 

I. menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang terkait dengan 
pengelolaan tata usaha pimpinan, sckretariat daerah, at.al ahli dan 
manajemen kepegawaian; 

J. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan tat.a usaha yang mcliputi 
pcncrimaan, pcncataan, pemcriJcsaan, pengaturan dan penyampaian 
naskah dinas, scrta mclaksanakan koordinasi dengan unit kcrja 
terkait dalam rangka kclancaran pelaksanaan tugas yang tcrkait 
dcngan tugas dan tanggung jawab Subbagian Tata Usaha Pimpinan, 
Sekretariat Dacrah, Staf Ahli dan Kepegawaian; 

k. melaksanakan pengelolaan kearaipan: 
I. Mcnyclcnggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil 

pelaksa.naan kcgiatan; 
m. mclakukan koordinasi dan konsultasi. dcngan lcmbaga pcmcrinl.8.h 

dan nonpcmcrintah dalam rangka mcndukung pelaksanaan tugas dan 
fungs.i Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Sekretanat Dacrah, Stal Ahli 
dan Kepegawaian; 

n. mcnginventarisasi dan mcngkaji pcrmasalahan yang bcrhubungan 
dcngan bidang tugasnya dan mcnyiapkan bahan petunjuk pcme<:ahan 
masalah; 

o. mcnilai prestasi kcrja staf dalam rangka pembinaan dan 
pcngcmbangan karir; dan 

p. mclaksanakan tugas lain yang dibcrikan olch pimpinan scsuai dcngan 
tugas dan fungsinya. 

Paragraf 2 .2 
Subbagian Pcrlcngkapan 

Pas.a] 18 
(1) Subbagian Perlcngkapan dipimpin olch Kcpala Subbagian Perlengkapan 

mcmpunyai tugas mcngumpulkan bahan, mcngelola data dalam rangka 
pcrumusan kcbijakan dan mclaksanaka.n pcngoordinasian 
penyclcnggaraan tugas bidang Pcrlcngkapan. 

(2) Uraian tugas Kepala Subbagian Pcrlcngkapan scbagaimana dimaksud 
pada ayat (1), mcliputi: 
a. mcnyusun rcncana kegratan Subbagian Perlengkapan 

pcdoman dalam pclalcsanaan tugas; 
b. mcndistribus1kan dan membcri petunjuk pclaksanaan tug.as; 

t 
scbagai 
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c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pclaksanaan tugas dalam 
lingkungan Subba.gian untuk mengetahui perkembangan pelakaanaan tu gas; 

d. menyusun rancangan, mengorcksi, memarar dan/atau menandatangani naskah dines; 
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
f. melaksa.nakan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi 

kegiatan tata uaaha umum, perauratan, kepegawaian Sekretaris 
Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan rapat-rapat dinas; 

g. me\aksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan 
administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tat.a usaha umum, 
persuratan, kepegawaian Sekrctaris Daerah, Asisten Sekrctaris 
Daerah, S1af Ahli, dan rapet-rapet dines; 

h. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi dan manajemen 
kepegawaian Aparatur Sipil Negara lingkup sekretariat daerah dan 
staf ahli; 

I. menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang terkait dengan 
pengelolaan tata usaha pimpinan, sckretariat daerah, at.al ahli dan 
manajemen kepegawaian; 

J. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan tat.a usaha yang mcliputi 
pcncrimaan, pcncataan, pemcriJcsaan, pengaturan dan penyampaian 
naskah dinas, scrta mclaksanakan koordinasi dengan unit kcrja 
terkait dalam rangka kclancaran pelaksanaan tugas yang tcrkait 
dcngan tugas dan tanggung jawab Subbagian Tata Usaha Pimpinan, 
Sekretariat Dacrah, Staf Ahli dan Kepegawaian; 

k. melaksanakan pengelolaan kearaipan: 
I. Mcnyclcnggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil 

pelaksa.naan kcgiatan; 
m. mclakukan koordinasi dan konsultasi. dcngan lcmbaga pcmcrinl.8.h 

dan nonpcmcrintah dalam rangka mcndukung pelaksanaan tugas dan 
fungs.i Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Sekretanat Dacrah, Stal Ahli 
dan Kepegawaian; 

n. mcnginventarisasi dan mcngkaji pcrmasalahan yang bcrhubungan 
dcngan bidang tugasnya dan mcnyiapkan bahan petunjuk pcme<:ahan 
masalah; 

o. mcnilai prestasi kcrja staf dalam rangka pembinaan dan 
pcngcmbangan karir; dan 

p. mclaksanakan tugas lain yang dibcrikan olch pimpinan scsuai dcngan 
tugas dan fungsinya. 

Paragraf 2 .2 
Subbagian Pcrlcngkapan 

Pas.a] 18 
(1) Subbagian Perlcngkapan dipimpin olch Kcpala Subbagian Perlengkapan 

mcmpunyai tugas mcngumpulkan bahan, mcngelola data dalam rangka 
pcrumusan kcbijakan dan mclaksanaka.n pcngoordinasian 
penyclcnggaraan tugas bidang Pcrlcngkapan. 

(2) Uraian tugas Kepala Subbagian Pcrlcngkapan scbagaimana dimaksud 
pada ayat (1), mcliputi: 
a. mcnyusun rcncana kegratan Subbagian Perlengkapan 

pcdoman dalam pclalcsanaan tugas; 
b. mcndistribus1kan dan membcri petunjuk pclaksanaan tug.as; 

t 
scbagai 
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c. memantau, mengawasi dan mcngcvaluasi pelaksanaan tugas dalam 
lingkungan Subba.gian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tu gas; 

d. menyusun rancangan, mengorcksi, memamf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat eesuai dengan bidang tugasnya; 
r. melakaanakan kebijakan pengarnanan, pemeliharaan sarana dan 

prasarana serta menjaga kebersihan kantor di lingkup Sekretariat 
daerah; 

g. melaksanakan kebijakan pengadaan perlengkapan Kepa1a Daerah dan 
Wakil Kepa.la Oaerah serta Sekretariat daerah; 

h. melaksanakan kebijakan pcngelolaan, penggunaan, pcngendalian dan 
pemeliharaan kendaraan dinas Kepa.la Daerah dan Wakit serta 
Sekretariat daerah serta kendaraan dinas operasional dan sewa 
kendaraan; 

i. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasara.na, menjaga 
kebersihan dan pemeliharaan Rumah Dinas Kepala Daerah dan Wakil 
serta Rumah Dinas Sekrctariat daerah; 

j. melaksanakan pcnyiapan aarana dan praaarana untuk mendukung 
kegiatan Kepa.la Daerah dan Wakil Kepa.la Daerah serta Sekretariat 
daerah; 

k. menginventarisui dan mengkaji permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugasnya dan menyiapkan ba.han petunjuk pemecahan 
masalah; 

I. menilai prcstasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan 
pengembangan karir; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpman sesuai dengan 
tugas dan rungs.inya. 

Paragraf 2.3 
Subbagian Rumah Tangga 

Pasal 19 
(lJ Subbagian Rumah Tangga dipimpin oleh Kepa.la Subbagian Rumah 

Tangga mempunyai tugas mengumpulkan bahan, mengelola data dalwn 
rangka pcrumusan kebijakan dan melaksanakan pcngoordinasian 
penyelenggara.an tugu bidang Rumah Tangga. 

(2) Uraian tugas Kepa.la Subba.gian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( IJ, meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Perleng.kapan sebagai 

pe<loman dalam pelalulanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi pctunjuk pelaksanaan tugas; 
e. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas da.lam 

lingkungan Subbagian untuk mcngetahui perkembangan pelaksanaan 
tu gas; 

d. menyusun raneangan, mengorcksi, mcmaraf dan/atau 
mcnandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rape.t seauai dcngan bidang tugasnya; 
r. melaksanakan urusan rumah tangga Kepa.la Oacrah dan Wakil Kepala 

Daerah serta Sekretariat Dacrah; 
g. melaksanakan penyedisan akomodaai jamuan, makanan dan 

minuman untuk kegiatan Pemerintah Daerah, Tamu Pemerintah 
Daerah dan rapat-rapat; t 
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c. memantau, mengawasi dan mcngcvaluasi pelaksanaan tugas dalam 
lingkungan Subba.gian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tu gas; 

d. menyusun rancangan, mengorcksi, memamf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat eesuai dengan bidang tugasnya; 
r. melakaanakan kebijakan pengarnanan, pemeliharaan sarana dan 

prasarana serta menjaga kebersihan kantor di lingkup Sekretariat 
daerah; 

g. melaksanakan kebijakan pengadaan perlengkapan Kepa1a Daerah dan 
Wakil Kepa.la Oaerah serta Sekretariat daerah; 

h. melaksanakan kebijakan pcngelolaan, penggunaan, pcngendalian dan 
pemeliharaan kendaraan dinas Kepa.la Daerah dan Wakit serta 
Sekretariat daerah serta kendaraan dinas operasional dan sewa 
kendaraan; 

i. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasara.na, menjaga 
kebersihan dan pemeliharaan Rumah Dinas Kepala Daerah dan Wakil 
serta Rumah Dinas Sekrctariat daerah; 

j. melaksanakan pcnyiapan aarana dan praaarana untuk mendukung 
kegiatan Kepa.la Daerah dan Wakil Kepa.la Daerah serta Sekretariat 
daerah; 

k. menginventarisui dan mengkaji permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugasnya dan menyiapkan ba.han petunjuk pemecahan 
masalah; 

I. menilai prcstasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan 
pengembangan karir; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpman sesuai dengan 
tugas dan rungs.inya. 

Paragraf 2.3 
Subbagian Rumah Tangga 

Pasal 19 
(lJ Subbagian Rumah Tangga dipimpin oleh Kepa.la Subbagian Rumah 

Tangga mempunyai tugas mengumpulkan bahan, mengelola data dalwn 
rangka pcrumusan kebijakan dan melaksanakan pcngoordinasian 
penyelenggara.an tugu bidang Rumah Tangga. 

(2) Uraian tugas Kepa.la Subba.gian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( IJ, meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Perleng.kapan sebagai 

pe<loman dalam pelalulanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi pctunjuk pelaksanaan tugas; 
e. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas da.lam 

lingkungan Subbagian untuk mcngetahui perkembangan pelaksanaan 
tu gas; 

d. menyusun raneangan, mengorcksi, mcmaraf dan/atau 
mcnandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rape.t seauai dcngan bidang tugasnya; 
r. melaksanakan urusan rumah tangga Kepa.la Oacrah dan Wakil Kepala 

Daerah serta Sekretariat Dacrah; 
g. melaksanakan penyedisan akomodaai jamuan, makanan dan 

minuman untuk kegiatan Pemerintah Daerah, Tamu Pemerintah 
Daerah dan rapat-rapat; t 



- 24- 

h. mcnginvcntarisasi dan mcngkaji pcrmasalahan yang bcrhubungan 
dcngan bidang tugasnya dan mcnyiapkan bahan pctunjuk pcmccahan masa.Jah; 

i. mcnilai prcstasi kcrja staf dalam rangka pcmbina.an dan 
pcngcmbangan karir; dan 

J. mclaksanakan tugas lain yang dibcrikan olch pimpinan scsuai dcngan tugas dan fungsinya. 

Paragraf3 
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 

Pasal 20 
{I) Bqian Protokol dan Komumkaai Pimpinan dipimpin olch Kcpala Bagian 

Protokol dan Komunikasi Pimpinan mcmpunyai tugas mclaksanakan 
penyiapan pelaksanaan kcbiJakan, pcngoon:linaaian pclaksanaan tugas 
Perangkat Dacrah, pemantauan dan cvaluaai pclaksanaan kcbijakan 
daerah d1 bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumcntasi. 

(2) Untuk mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Kcpala. 
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpman mcnyclcnggarakan fun_pi ; 
a. penyusunan kcbijakan tcknis bagian dan penyclcnggaraan program 

kcrja Ba&ian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; 
b. pcmbinaan, pengcerdinasran, pcngcndalian, dan pengawasan tugas 

dalam lingkup Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; 
c. pclaksana.an monitoring, cvaluasi dan pelapomn pclakllQflaan 

program, kcgiatan rum tugas dalam lingkup Bagian Protokol dan 
Komunilcasi Pimpinan; dan 

d. pclakaanaan fungsi lain yang drberikan olch pimpine.n scsuai dcngan 
tuge.s dan rungsinye.. 

{3) Uraian tugas Kcpala Bagian Protokol dan Komunikasi r1mpirwm scbaga.imana 
chmaksud pada ayat ( IJ, mcliputi: 
a. mcnyusun rcncana kcgiatan Bagian Protokol dan Komunikasi 

Pimpinan scbagai pcdoman dalam pclaksanaan tugas; 
b. mcndistnbusikan dan mcmbcri pctunjuk pclaksanaan tugas; 
c. mcmante.u, mengawasi dan mcngcvaluasi pelaksanaan tugas lingkup 

Bagian untuk mcngctahui pcrkcmbangan pclaksanaan tugas; 
d. mcnyusun ra.ncangan, mcngoreksi, mcmaraf dan/ate.u 

mcnandatangani ne.skah dinaa; 
e. mcngikuti rapat-rapat eesuar dcngan bidang 1ugasnya; 
r. Mcnyclcngguakan pcnyiape.n bahan pclaksanaan kcbiJakan di bidang 

protokol, komunikaai pimpinan, dan dokumcnlAsi; 
g. Mcnyelenggarakan kcgiatan pcngclolaan pcnghubung pcmcrintah 

dacrah untuk kclancaran hubunga.n yang tcrkait dcngan informa& 
dan komunika& antar lcmbaga agar tercipta hubunga.n koordine.si 
aingkronisasi pclaksanaan tugas pcmcrintah daerah dan pcmcrintah 
provinsi dan pcmcrinte.h pusat dan pihak-pihak lainnya; 

h. mcmfasilitasi dan mcngoordinasikan dcnga.n pcrangkat 
dacrah/satuan kerje. pcrangkat dacrah terhadap pemanfaatan ruang 
pcrtcmuan/rapat; 

i. mcnyiapkan bahan pcngoordinasian pclaksanaan tugas Perangkat 
Dacrah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; 

1· mcnyclenggarakan bahan pemantauan dan evaluasi pclaksanaan 
kcbijakan dacrah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan 
dokumentaai; 

k. mcnginvcnte.risasi dan mengkaji pcnnasalahan yang bcrhubungan 
dcngan bidang tugasnya dan mcnyiapkan bahan pctunjuk pcmccahan I masalah; 
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h. mcnginvcntarisasi dan mcngkaji pcrmasalahan yang bcrhubungan 
dcngan bidang tugasnya dan mcnyiapkan bahan pctunjuk pcmccahan masa.Jah; 

i. mcnilai prcstasi kcrja staf dalam rangka pcmbina.an dan 
pcngcmbangan karir; dan 

J. mclaksanakan tugas lain yang dibcrikan olch pimpinan scsuai dcngan tugas dan fungsinya. 

Paragraf3 
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 

Pasal 20 
{I) Bqian Protokol dan Komumkaai Pimpinan dipimpin olch Kcpala Bagian 

Protokol dan Komunikasi Pimpinan mcmpunyai tugas mclaksanakan 
penyiapan pelaksanaan kcbiJakan, pcngoon:linaaian pclaksanaan tugas 
Perangkat Dacrah, pemantauan dan cvaluaai pclaksanaan kcbijakan 
daerah d1 bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumcntasi. 

(2) Untuk mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Kcpala. 
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpman mcnyclcnggarakan fun_pi ; 
a. penyusunan kcbijakan tcknis bagian dan penyclcnggaraan program 

kcrja Ba&ian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; 
b. pcmbinaan, pengcerdinasran, pcngcndalian, dan pengawasan tugas 

dalam lingkup Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; 
c. pclaksana.an monitoring, cvaluasi dan pelapomn pclakllQflaan 

program, kcgiatan rum tugas dalam lingkup Bagian Protokol dan 
Komunilcasi Pimpinan; dan 

d. pclakaanaan fungsi lain yang drberikan olch pimpine.n scsuai dcngan 
tuge.s dan rungsinye.. 

{3) Uraian tugas Kcpala Bagian Protokol dan Komunikasi r1mpirwm scbaga.imana 
chmaksud pada ayat ( IJ, mcliputi: 
a. mcnyusun rcncana kcgiatan Bagian Protokol dan Komunikasi 

Pimpinan scbagai pcdoman dalam pclaksanaan tugas; 
b. mcndistnbusikan dan mcmbcri pctunjuk pclaksanaan tugas; 
c. mcmante.u, mengawasi dan mcngcvaluasi pelaksanaan tugas lingkup 

Bagian untuk mcngctahui pcrkcmbangan pclaksanaan tugas; 
d. mcnyusun ra.ncangan, mcngoreksi, mcmaraf dan/ate.u 

mcnandatangani ne.skah dinaa; 
e. mcngikuti rapat-rapat eesuar dcngan bidang 1ugasnya; 
r. Mcnyclcngguakan pcnyiape.n bahan pclaksanaan kcbiJakan di bidang 

protokol, komunikaai pimpinan, dan dokumcnlAsi; 
g. Mcnyelenggarakan kcgiatan pcngclolaan pcnghubung pcmcrintah 

dacrah untuk kclancaran hubunga.n yang tcrkait dcngan informa& 
dan komunika& antar lcmbaga agar tercipta hubunga.n koordine.si 
aingkronisasi pclaksanaan tugas pcmcrintah daerah dan pcmcrintah 
provinsi dan pcmcrinte.h pusat dan pihak-pihak lainnya; 

h. mcmfasilitasi dan mcngoordinasikan dcnga.n pcrangkat 
dacrah/satuan kerje. pcrangkat dacrah terhadap pemanfaatan ruang 
pcrtcmuan/rapat; 

i. mcnyiapkan bahan pcngoordinasian pclaksanaan tugas Perangkat 
Dacrah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; 

1· mcnyclenggarakan bahan pemantauan dan evaluasi pclaksanaan 
kcbijakan dacrah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan 
dokumentaai; 

k. mcnginvcnte.risasi dan mengkaji pcnnasalahan yang bcrhubungan 
dcngan bidang tugasnya dan mcnyiapkan bahan pctunjuk pcmccahan I masalah; 
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I. merulai prestasi kerja staf datarn rangka pcmbinaan dan 
pengembangan karir; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang dibcrikan oleh pimpinan �11uai dengan 
tugas dan fungsinya. 

Paragra! 3.1 
Subbagian Protokol 

Pasal 21 
(l) Subbagian Protokol dipimpin oleh Kepala Subbagian Protokol mempunyai 

tugas pokok mengumpulkan bahan, mengclola data dalam rangka 
perumusan kebuakan dan melaksanakan pengoordinasian 
penyelenggaraan tugas bidang Protokol. 

(2) Uraian tugas Kepa!a Subbagian Protokol sebagaimana dimaksud pada 
ayat(ll, meliputl: 
a. menyusun rcncana kegiatan Subbagj.an Protokol scbagai pedoman 

dalarn pclaksanaan tugas; 
b. mendiall'ibusikan dan membcri petunjuk pclaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengeva1uasi pclaksanaan dalam 

lingkungan Subhagian untuk mengetahui perkembangan pe\aksanaan 
tugas; 

d. menyusun rancangan, mengorckai, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikut:J rapat-rapat scsuai dengan bidang tugasnya; 
f. melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu 

pemcrintah dacrah; 
g. menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fa.silitasi kcprotokolan; 
h. mcnyiapkan bahan infonnasi e.cara dan je.dwe.1 kegiatan Kcpala 

Dacrah dan Wakil Kepe.la Dacrah; 
i. menginfonnasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah; 
J. melaksanakan koordinasi dan fasilit.asl kegiatan Kept.la Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah; 
k. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang 

protokol; 
I. Melaksanakan penyiapan bahan pemant.auan dan eva1uasi 

pelaksanaan kebijakan terkait protokol; 
m. menginventeneasi dan mengkaj1 pennalNllahan yang berhubungan 

dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan 
masalah; 

n. menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan 
pengembangan karir; dan 

o. melaksanakan tugas lain yang dibenkan oleh pimpinan sesuai dengan 
tugns dan fungsinya. 

,..,..,.,, 
Bagian Pcrencanaan dan Kcuangan 

Pasal 22 
(I) Bagian Percncanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian 

Percncanaan dan Kcuanga.n mempunyai tuga.s melaksanakan pcnyiapan 
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah pengoordinasian 
pelaksanaan tugas perangkat daerah, dan pemantauan dan cvaluasi 
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Percncanaan dan Keuangan. 

I 
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I. merulai prestasi kerja staf datarn rangka pcmbinaan dan 
pengembangan karir; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang dibcrikan oleh pimpinan �11uai dengan 
tugas dan fungsinya. 

Paragra! 3.1 
Subbagian Protokol 

Pasal 21 
(l) Subbagian Protokol dipimpin oleh Kepala Subbagian Protokol mempunyai 

tugas pokok mengumpulkan bahan, mengclola data dalam rangka 
perumusan kebuakan dan melaksanakan pengoordinasian 
penyelenggaraan tugas bidang Protokol. 

(2) Uraian tugas Kepa!a Subbagian Protokol sebagaimana dimaksud pada 
ayat(ll, meliputl: 
a. menyusun rcncana kegiatan Subbagj.an Protokol scbagai pedoman 

dalarn pclaksanaan tugas; 
b. mendiall'ibusikan dan membcri petunjuk pclaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengeva1uasi pclaksanaan dalam 

lingkungan Subhagian untuk mengetahui perkembangan pe\aksanaan 
tugas; 

d. menyusun rancangan, mengorckai, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikut:J rapat-rapat scsuai dengan bidang tugasnya; 
f. melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu 

pemcrintah dacrah; 
g. menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fa.silitasi kcprotokolan; 
h. mcnyiapkan bahan infonnasi e.cara dan je.dwe.1 kegiatan Kcpala 

Dacrah dan Wakil Kepe.la Dacrah; 
i. menginfonnasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah; 
J. melaksanakan koordinasi dan fasilit.asl kegiatan Kept.la Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah; 
k. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang 

protokol; 
I. Melaksanakan penyiapan bahan pemant.auan dan eva1uasi 

pelaksanaan kebijakan terkait protokol; 
m. menginventeneasi dan mengkaj1 pennalNllahan yang berhubungan 

dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan 
masalah; 

n. menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan 
pengembangan karir; dan 

o. melaksanakan tugas lain yang dibenkan oleh pimpinan sesuai dengan 
tugns dan fungsinya. 

,..,..,.,, 
Bagian Pcrencanaan dan Kcuangan 

Pasal 22 
(I) Bagian Percncanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian 

Percncanaan dan Kcuanga.n mempunyai tuga.s melaksanakan pcnyiapan 
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah pengoordinasian 
pelaksanaan tugas perangkat daerah, dan pemantauan dan cvaluasi 
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Percncanaan dan Keuangan. 

I 
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Kepala 

Bagian Pcrenca.naan dan Keuangan menyelenggarakan fungal : 
a. pcnyusunan kebijaka.n teknis bagian dan penye!enggaraan program 

kerja Bagian Perencanaan dan Keuangan; 
b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, dan pengawasan tugas 

dalam lingkup Bagian Perencanaan dan Keuangan; 
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pclaporan pelakaanaan 

program, kegiatan dan togas dalam lingkup Bagian Perencanaan dan 
Keuangan; dan 

d. pclaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

(3) Uraian tugas Kepala Bagian Pcrencanaan dan Keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I), meliputi: 
a. menyuaun rencana kegiatan Bagian Pcrencanaan dan Keuangan 

sebagai pedoman dalam pelaksanean tugas; 
b. mendistribueikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawui dan mengoevaluasi pelaksanaan tugas linglrup 

Bagian untuk mengetahui pcrkembo.ngan pelakaanaan tugas; 
d. menyusun rancangan, mengoreksi, mema.raf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
r. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan daerah yang terkait 

dengan bidang perencanaan dan anggaran, perbendaharaan dan 
verifikasi, eerta akuntansi, aset dan pelaporan; 

g. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas 
perangkat daerah di bidang perencanaan dan angga.ran, 
perbendahara.an dan verifikasi, serta akuntansi, aset dan pelaporan; 

h. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebjjakan 
daerah yang terkait dengan bidang perencanaan dan anggaran, 
perbendaharaan dan verifikasi, serta akuntansi, aset dan pelaporan; 

1. mcnyusun pelaksanaan kebijakan anggaran, perbendaharaan, 
venfikasi, akuntansi, aeet dan laporan lingkup Sekretariat Dacrah; 

j. Menyelenggarakan tcknis pengelolaan administrasi keuangan, 
perbendaharaan, verifikasi angga.ran, akuntansi, aeet dan pelaporan 
pertanggungjawaban di lingkungan Sckretariat Daerah; 

k. Mcnyclenggarakan pembinaan dan fa.silitasi perbendaharaan, 
anggaran dan pertanggungjawaban di lingkungan Sekretariat Daerah; 

I. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern pemenntah; 
m. menyelenggarakan penyiapan bahan penyusunan, RKA, DPA dan 

pelaporan keuangan lingkup Sekretariat Daerah, penerapan Peraturan 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan dan Perhitungan 
Angga.ran Pendapatan dan BelanJa Dacrah dan Nota Keuangan 
Pemerintah Daerah acrta Iaporan pertanggungjawaban keuangan; 

n. mengoordinasikan pclaksanaan penatausahaan, perbendaharaan 
akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta 
penyusunan dan penetapan standar satuan harga dan analisis 
standar belanja daerah lingkup Sekrctariat Daerah; 

o. mengoordinasikan dan mclaksanakan pengawasan dan pengendalian 
pengclolaan pelaporan kcuangan lriwulan, semester dan laporan 
keuangan akh1r tahun terkait kegiatan Iingkup Sekretariat Oaerah; 

p. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan fungsi pcrbendaharaan, 
verifikasi anggaran, akuntanai, aeet dan pelaporan 
pertanggungjawaban keuangan lingkup Sekretariat Daerah; 

q. mengoordinasikan dan melaklJ&Ulkan pengcndalian tugas pcmegang 
kas/pembantu pcmegang kas bendahara dan bendahara pembantu; 1 

.,. . 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Kepala 

Bagian Pcrenca.naan dan Keuangan menyelenggarakan fungal : 
a. pcnyusunan kebijaka.n teknis bagian dan penye!enggaraan program 

kerja Bagian Perencanaan dan Keuangan; 
b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, dan pengawasan tugas 

dalam lingkup Bagian Perencanaan dan Keuangan; 
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pclaporan pelakaanaan 

program, kegiatan dan togas dalam lingkup Bagian Perencanaan dan 
Keuangan; dan 

d. pclaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

(3) Uraian tugas Kepala Bagian Pcrencanaan dan Keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I), meliputi: 
a. menyuaun rencana kegiatan Bagian Pcrencanaan dan Keuangan 

sebagai pedoman dalam pelaksanean tugas; 
b. mendistribueikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawui dan mengoevaluasi pelaksanaan tugas linglrup 

Bagian untuk mengetahui pcrkembo.ngan pelakaanaan tugas; 
d. menyusun rancangan, mengoreksi, mema.raf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
r. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan daerah yang terkait 

dengan bidang perencanaan dan anggaran, perbendaharaan dan 
verifikasi, eerta akuntansi, aset dan pelaporan; 

g. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas 
perangkat daerah di bidang perencanaan dan angga.ran, 
perbendahara.an dan verifikasi, serta akuntansi, aset dan pelaporan; 

h. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebjjakan 
daerah yang terkait dengan bidang perencanaan dan anggaran, 
perbendaharaan dan verifikasi, serta akuntansi, aset dan pelaporan; 

1. mcnyusun pelaksanaan kebijakan anggaran, perbendaharaan, 
venfikasi, akuntansi, aeet dan laporan lingkup Sekretariat Dacrah; 

j. Menyelenggarakan tcknis pengelolaan administrasi keuangan, 
perbendaharaan, verifikasi angga.ran, akuntansi, aeet dan pelaporan 
pertanggungjawaban di lingkungan Sckretariat Daerah; 

k. Mcnyclenggarakan pembinaan dan fa.silitasi perbendaharaan, 
anggaran dan pertanggungjawaban di lingkungan Sekretariat Daerah; 

I. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern pemenntah; 
m. menyelenggarakan penyiapan bahan penyusunan, RKA, DPA dan 

pelaporan keuangan lingkup Sekretariat Daerah, penerapan Peraturan 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan dan Perhitungan 
Angga.ran Pendapatan dan BelanJa Dacrah dan Nota Keuangan 
Pemerintah Daerah acrta Iaporan pertanggungjawaban keuangan; 

n. mengoordinasikan pclaksanaan penatausahaan, perbendaharaan 
akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta 
penyusunan dan penetapan standar satuan harga dan analisis 
standar belanja daerah lingkup Sekrctariat Daerah; 

o. mengoordinasikan dan mclaksanakan pengawasan dan pengendalian 
pengclolaan pelaporan kcuangan lriwulan, semester dan laporan 
keuangan akh1r tahun terkait kegiatan Iingkup Sekretariat Oaerah; 

p. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan fungsi pcrbendaharaan, 
verifikasi anggaran, akuntanai, aeet dan pelaporan 
pertanggungjawaban keuangan lingkup Sekretariat Daerah; 

q. mengoordinasikan dan melaklJ&Ulkan pengcndalian tugas pcmegang 
kas/pembantu pcmegang kas bendahara dan bendahara pembantu; 1 
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r. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan 
evaluasi kebijakan ta.ta kelola Bagian Perencanaan dan Keuangan; 

s. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung 
pe\aksanaan tugas dan fungsi Bagian Perencenean dan Keuangan; 

t. menilai prestasi kerja star dalam rangka pembinaan dan 
pengembangan karir; dan 

u. melakaanakan tugas lain yang drberikan oleh pimpinan sesuai dengan 
lugas dan fungsinya. 

BAB V 
KELOMPOK JABATAN FUNOSIONAL DAN PELAKSANA 

Pasa.123 
(I) Sekretariat Daerah dapat membentuk stjumlah kelompok jabs.tan 

fungaicnal dan pelak.sana sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(21 Kelompok Jabs.tan Fungs!onal dan pelaksana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (!) melaksanakan tugas sesuai dengan bidang jabs.tan 
Iungeional dan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada pengaturan 
sistcm kerja. 

BABVI 
TATA KERJA 

Bagian Kesa.tu 
Pelak.sanaan Togas dan Fungsi 

Pasa.1 24 
(l) Sekretaris Dacrah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan 

kebijaka.n umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

12) Sekrctaris Oaerah, Asisten Sekrctariat Oaera.h, Kepala Bagian, Kepala 
Subbagian. Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam lingkungan 
Sekrctariat Daerah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, aerta menerapkan prinsip 
hierarld, koordinasi, kerj!l.88.ma, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, 
akuntabilitas, transparansi, serta cfelrufitas dan elisiensi, sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; 

(3) Sekretaris Daera.h, ASlsten Selaetariat Daerah, Kepala Bagtan, Kepala 
Subbagian dalam lingkungan Sekrctariat Dacrah mengembangkan 
koordinasi dan kerjaaama dcngan instansi pemcrintah/swasta terkait 
dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pclaksanaan 
tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. 

Bagian Kcdua 
Pengendalian dan Evaluasi, serta Pelaporan dan Pengawasan 

Pasal 25 
(I) Sekretaris Daerah, Aaisten Sekrctariat Daerah, Kepala Bagian, Kcpala 

Subbagian, dalam lingkungan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan 
tugasnya, melakukan pengendalian dan evaluasi serta me!aksanakan 
rapat koordinaai aecara bcrkala dan/atau sesuai kebutuhan. 1 
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(2) Sekretaris Daerah, As1sten Sekretariat Daerah, Kepa]a Bagian, Kepala 
Subbagian, Pejabat F'ungsional dan Pelaksana dalam lingkungan 
Sekretariat Daerah wajlb mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta 
menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan 
aecara tepat waktu kepada atasan masing-masing. 

131 Sekretaris Oaerah, Asisten Sekretariat Daerah, KepaJa Bagran, Kepala 
Subbagian, dalrun lingkungan Sekretariat Daerah melaksanakan 
pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasa.l 26 
Ketentuan yang mengatur sub koordinawr dalam Peraturan Bupati Pinrang 
Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungst serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Serita Daerah Kabupaten Pinrang 
Tahun 2021 Nomor 44), tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya 
peraturan bupati t.entang sistem kerja pada pemerintah daerah. 

BAB VIII 
KETENTIJAN PENUTIJP 

Pasal 27 
Dengan berlakunya Peraturan Bupati mi, Peraturan Bupati Ptnrang Nomor 
44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Sekrctariat Daerah Kabupaten Pinrang (Senta Daerah 
Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 44 ) dk:abut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal 28 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar aetiap orang mengetahu1nya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini denga.n penempatannya dalam Serita Oaerah Kabupaten Plnrang. 

Ditetapkan di Pinrang 
pada tanggal CJI. JUIII tDt.� 

BUPATI PINRANO, 

Diundangkan di Pinrang 
pada tanggal ot. Ju111 'Ul� 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANO, 

,,_.... 
IRWAN HAMID' 

BU,...YA 

BElA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 
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